-

Menimbang

Mengingat

- a.

W

IKOTA BAUBAU

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

PENILAIAN MATURITAS PENYE
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEME
DILINGKUNGAN PEMERINTAH

bahwa untuk mencapai
-§, efisien, transpI an dan akuntabel diperlukan

yang efe
pengendalia
berpedoman

bahwa ben
dalam huru
Penilaian N
Intern Penms
Baubau;

Pasal 18 a

TENTANG

[NTAH TERINTEGRASI
OTA BAUBAU

)

ALl KOTA BAUBAl

pengelolaan keuangan negara

2

n penyelenggaraa
pada Sistem Peng

kegiatan pemerintahan dengan
=ndalian Intern Pemerintah;

gan sebagaimana dimaksud
Peraituran Wali Kota tentang
ggaraan Sistern Pengendalian
Dilingkungan Pemerintah Kota

laturitas Penyele
rintah Terintegras

ndang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
Undang-Urnglang Nomor 28 Tg

Nomor 38
dengan U
Perubahan
tentang K
(Lembaran
Tambahan

Undang-Un
Tindak Pid
Tahun 1999
Indonesia N
kali terakhi
tentang Pei

na Korupsi (Lem

ehas dari Korupsi, Kolusi dan
Republik Indonesia Tahun 1999

; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
ang-Undang Nonor 19 Tahun 2019 tentang
edua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
misi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
egara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

ang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
an Negara Republik Indonesia
Nomor 140, Tamtahan Lembaran Negara Republik
omor 3874); sebagaimana telah diubah beberapa
- dengan UndangsUndang Nomor 19 Tahun 2019

ubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 200P tentang Komis{ Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019




Nomor 197, Tambahan Lem
Nomor 6409);

Undang-Uidang Nomor 13 T
Kota Bau-Bau (Lembaran

2001 Namr 93,
Indonesia Nomor 4120);

Undang-Undang Nomor 17
Negara ( baran Negara

aran Negara Republik Indonesia

ahun 2001 tentang Pembentukan
egara Republik Indonesia Tahun
Tambaha

n Lembaran Negara Republik

Tahun 2003 tentang Keuangan

Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

sebagaimanzla

telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonis#i Peraturan Perpa

Indonesia Tahun 2021 Nolr
Negara Remblik Indonesia Nu

akan (Lembaran Negara Republik
r 246, Tambahan Lembaran
or 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tanun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara ( baran Negara F
Nomor 5, |Tambahan Lemb}
Nomor 4355); sebaga.lmana

terakhir dengan Undang—Unda

Harmonis&i Peraturan Perpa

Indonesia [Tahun 2021 Nolr

epublik Indonesia Tahun 2004
ran Negara Republik Indonesia

telah diubah beberapa kalli,
ang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
akan (Lembaran Negara Republik
mor 246, Tambahan Lembaran

Negara Remblik Indonesia Namor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 T
dan Tanggung Ja
Negara Republik Indonesia Tr.

Lembaran Negara Republik hu
Undang-Undang Nomor 23

Daerah (lembaran Negara E

Nomor 244, Tambahan Lem
Nomor 55 &); sebagaimana te
dengan Undang-Undang N

Penetapan | Peraturan Pemers

Nomor 2
Undang (Lembaran Negara |}
Nomor 41, Tambahan Lemb

Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 T
Pemerintz Hzin  (Lembaran qu
2014 Nimcr 292, Tambah
Indones

ahun 2004 tentang Pemeriksaan
wab Keuangan Negara (Lembaran
1thun 2004 Nomor 66, Tambahan
lonesia Nomor 4400);

Tahun 2014 tentang Pemerintah
epublik Indonesia Tahun 2014
yaran Negara Republik Indonesia
ah diubah beberapa kali, terakhir
omor 6 Tahun 2023 tentang
ntah Pengganti Undang-Undang

eithun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Republik Indonesia Tahun 2023
aran Negara Republik Indonesia

ahun 2014 tentang Administrasi
para Republik [ndonesia Tahun
an Lembaran Negara Republik

‘omor 5601); setmgmmana telah diubah beberapa
1g-Undang Nomor 6 Tahun 2023

1 Pemerintah Pengganti Undang-

)22 tentang Cipta Kerja Menjadi

Indonesia 1

Nomor 6856);

Jegara Republik Indonesia Tahun

an Lembaran Negara Republik




10. Peraturan |

Pengendalizg_n

Indonesia
Negara Rep

11. Peraturan
Daerah (Le
Nomor 114
Nomor 588§
Pemerintah
Peraturan B
Daerah (Le
Nomor 187

Nomor 640

Peraturan
Pembinaan|
Daerah (Lsg
Nomor 73,
Nomeor 604

12.

13. Peraturan
Pengelolaar
Indonesia

Republik In

14. Peraturan |
Pembentuk
{Lembaran
sebagaimarn
Baubau N
Peraturan
Pembentuk

{Lembaran

: PERATURAN
PENYELENGG/
PEMERINTAH
BAUBAU.

Menetapkan

Dalam Peraturan Wali Kota inj
Daerah adalah Kota Baub

Pemerintah Daerah a
Pemerintahan Daerah ya
yang menjadi kewenangan

Wali Kota adalah Wali Kof
Inspektorat adalah Inspek

Pernerintah Nomo

Pemerintah Nomorl

2);

f

WALl KOTA TE

Pemerintalhh Nomo

Tahun 2008 No

mbaran Negara
, Tambahan Lem
7); sebagaimana
Nomor 72 Tahu

mbaran Negara
, Tambahan Lem

Pemerintah No
dan Pengawas

mbaran Negara
Tambahan Lem

1);
Pemerintah No
1 Keuangan Dae

ldonesia Nomor 6

dan Susunan|

a telah dirubah
mor 2 Tahun

an dan Susunan
Daerah Kota Bau

MEMUTUSKAN:

ARAAN SISTE
TERINTEGRASI

N

Pasal 1
| yang dimaksud d
au.

ah Wali Kota
g memimpin pel
1 daerah otonom.

a Baubau.

torat Daerah Kota

Intern Pernerli} |

ublik Indonesia Ng

|
%
!

'ahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

acrah Kota Baub

ﬂ

60 Tahun 2008 tentang Sistem
tah (Lembaran Negara Republik
nor 127, Tambahan Lembaran
or 4890);

8 Tahun 2016 tentang Perangkat
epublik Indonesia Tahun 2016
aran Negara Republik Indonesia
elah dirubah dengan Peraturan

2019 tentang Perubahan atas
8 Tahun 2016 tentang Perangkat
epublik Indonesia Tahun 2019
aran Negara Republik Indonesia

or 12 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pemerintah
epublik Indonesia Tahun 2017

aran Negara Republik Indonesia

or 12 Tahun 2019 tentang

(Lembaran Negara Republik

);

racrah Kota Bau@u Nomor 5 Tahun 2016 tentang

-

Daerah Kota B

Perangkat Daerah Kota Baubau
aubau Tahun 2016 Nomor 5)
dengan Peraturan Daerah Kota
2021 tentang Perubahan atas
au Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah Kota Baubau
Hu Tahun 2021 Nomor 2).

TANG PENILATAN MATURITAS
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DAERAH KOTA

\
/

engan:

sebagai unsur penyelenggara
aksanaan Urusan Pemerintahan

| Baubau.




5. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukanisecara terus mergus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk membei keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan|aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang- undangan.

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP
adalah sistem pengendlian intern yang distenggarakan secara menyeluruh
di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

7. Maturitas Penyelenggarapn SPIP adalah 1‘ijngkat kematangan SPIP dalam
mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, |pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peratyran perundang-undangan.

8. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat
kematangan SPIP dalam mencapai tujula.n pengendalian yang meliputi
efektivitas dan eﬁsiensia-gencapaian tujuan! prganisasi, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan, aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

9. Manajemen Risiko Indels yang selanjutnya disingkat MRl adalah indeks
yang menggambarkan alitas penerapah manajemen risiko di lingkup
Pemerintah Daerah yang diperoleh dari pehitungan parameter penilaian
pengelolaan risiko.

10. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK
adalah kerangka pengukuran atas kema julan segala upaya pencegahan dan
penanganan risiko korupsi di organisasi.

Pasal 2
Ruang lingkup Penilaian atas|Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi:

a. mekanisme penilaia n;
b. fokus penilaian;
c. komponen penilaian;dan

d. periode yang dinilai.

Pasal 3

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
a. penilaian mandiri olehh manajemen Pemerirtah Daerah Kota Baubau;
b. penjaminan kualitas o 1 Inspektorat Daerah Kota Baubauy;

c. evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri pada hurufi a dan
penjaminan kualitas pada huruf b. |

Pasal 4

(1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud |dalam Pasal 2 huruf b adalah
tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.




(2)

(3)

(4)

Tingkat Maturitas Penye
dimaksud pada ayat (1) n

SPIP;

MRI;

IEPK;dan
kapabilitas APIP.

a.
b.
o
d.

Penilaian unsur SPIP, MF
huruf a, huruf b, dan hu;
bagian tidak terpisahkan

Unsur Kapabilitas APIP st
dalam Peraturan Badan F
Tahun 2021 Tentang
Pemerintah Pada kemen

ebagaimana dimak]

7.

lenggaraan SPIP
1encakup unsur-t

w

], dan IEPK sebag

rian/lembaga/B

ecara terintegrasi sebagaimana

18T,

aimana dimaksud pada ayat (2)

ruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan
dari Peraturan Wrali Kota ini.

sud pada ayat (2) huruf d diatur
‘engawasan Keual-'mgan dan Pembangunan Nomor 8
ienilaian Kapabilit

as Aparat Pengawasan Intern

ilan tersendiri.

Pasal 5

Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

a.

b.

(1)

2

Pedoman pelaksanaan Penilajan Maturitas Peniy
dimaksud dalam Pasal 2 terc
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Penetapan Tujuan untuk

pencapaian sasaran strateg

dan Proses

Struktur
penyelenggaraan SPIP yan
dan

Pencapaian Tujuan untuk
yang terdiri dari efektivit

keandalan pelaporan keu

terhadap peraturan perundang-undangan.

Periode yang dinilai se
berdasarkan:

a.
berjalan;

Struktur dan proses
pada tahun berjalan;

C.

Periode yang dinilai sebagimana dimaksucl
rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya

tahun berjalan.

Penetapan tujuan dilakukan atas

Pencapaian tujuan dibkukan atas kine

menilai kualitas
yis;

ntuk menilai ki
g tercermin dari p

as dan efisiensi
angan, pengaman

nalitas struktur
emenuhan 5 (lima) unsur SPIP;

sasaran strategis dan strategi

dan proses

menilai pencapaijan hasil penyelenggaraan SPIP,

pencapaian tujuan organisasi,
n aset negara, dan Lketaatan

Pasal 6

bagaimana dimals

dilakukan atas p

S)

dokumen

sud dalam Pasal 2 huruf d

perencanaan tahun

engendalian yang dilaksanakan

rja tahun sebelumnya.

pada ayat (1) dilakukan dalam
mpai dengan tanggal 30 Juni

Pasal 7

antum dalam Larts

elenggaraan SPIP sebagaimana
ipiran yang merupakan bagian




Pada saat Peraturan Wali Ko
Baubau Nomor 29 Tahun 20
Intern Pemerintah di Lingkup

tidak berlaku.

Peraturan Wali Kota ini mulai

Pasal 8

ta Ini mulai berls
{0 tentang Penyel

Pasal 9

berlaku pada tan

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerin

Wali Kota ini dengan penempa|

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 99 Novempes.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

=7

SAIDO BONSAI

BERITA DAERAH KOTA BAUBj

2023

f\j

ku, ma]:«:aI Peraturan Wali Kota
nggaraan Sistemn Pengendalian

Pemerintah Kota Baubau, dicabut dan dinyatakan

gal diundangkan.

kan pengundangan Peraturan
Daerah Kota Baubau.

di Baubau
al, 3+ Novereer 2023
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